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A B S T R A K 

Iin Mirnawati/ 22 2013 333/Analisis Pengelolaan Keuangan Desa 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
(Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan 
keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada 
desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir?. Tujuannya untuk 
mengetahui pengelolaan kcuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri 
nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan 
Ilir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan 
adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara dan dokumcntasi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung 
Raja Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 
2014. Laporan pcrtanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa di 
Kecamatan Tanjung Raja hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual 
dan masih mengalami keterlambatan saat pclaporan. 

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pclaporan dan 
Pertanggung) awaban 
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ABSTRACT 

Iin Mirnawati/ 22 2013 333/ Analysis of Village Financial Management based 
on Minister of Home Affairs Regulation No.I13 in 2014 (Case Study of a 
village in Tanjung Raja district, Ogan Ilir). 

The research problem was how the financial management of the village based on 
minister ofhome affairs regulation number 113 in 2014 in the villages of Tanjung 
Raja district, Ogan Ilir?. The research objective was to determine the financial 
management of the village based on the minister of home ajfairs regulation 
number 113 in 2014 in the village of Tanjung Raja district, Ogan Ilir. The 
research was a descriptive research. The data used were primary and secondary 
data. Data was collected through interviews and documentation using qualitative 
methods. The results showed that the financial management of the village in 
Tanjung Raja district. Ogan Ilir was not in accordance with Regulation number 
113 in 2014. The accountability report made by the treasurer of the village in 
Tanjung Raja district was a general book written manually and late to be 
reported. 

Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting, and 
Accountability. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah 

tidak sesuai lagi dengan pcrkembangan zaman, terutama antara Iain 

menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, 

keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan 

pembangunan schingga menimbuikan kcscnjangan antar wilayah, 

kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 

lahir dalam rangka untuk menycmpumakannya. Impicmcntasi otonomi bagi 

desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur 

dan mcnyelenggarakan rumah tangganya scndiri, sekaligus bcrtambah pula 

beban tanggung jawab dan kcwajiban desa, namun dcmikian, 

penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

yang mcnyebulkan Desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah 

pemerintahan yang otonom dengan diberikannnya hak-hak istimewa, 

diantaranya adalah terkail pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, 

pemilihan kepala desa (kades) scrta proses pembangunan desa. Oleh karena 

itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan 

pengelolaan keuangan. 
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Pcngclolaan kcuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai 

sebagai knowledge based society, paling tidak dapat memasukan banyak hal, 

memasukan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah 

memenuhinya, apakah telah sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa 

manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa pelaku 

usaha, masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam menghadapi 

gerakan yang penuh tantangan. 

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya 

desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya 

pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (Permendagri nomor 113 

tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka 

dan responsibilitas terhadap proses pengelolaaan keuangan. 

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri nomor 113 

tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang mcliputi perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan, pclaporan, pcrtanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat 

mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan 

sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. 

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam 

proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi 

kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada 



3 

pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pcngclolaan keuangan desa 

merupakan implementasi atau eksekusi dari Aggaran Pendapatan dan Bclanja 

Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses 

pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. 

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta 

proscdur tertcntu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan 

dapat segera diperoleh. Pclaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pckerjaan yang telah 

dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan 

pcrtanggungjawaban atau tugas dan wcwcnang yang diberikan. Laporan 

merupakan suatu bentuk pcnyajian data dan informasi mcngenai suatu 

kegiatan alaupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu 

tanggungjawab yang ditugaskan. 

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa-desa di Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan Tanjung Raja adalah Kecamatan induk 

yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 15 Desa. Berikut data mcngenai Anggaran 

Pcndapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2016: 
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Tabel 1.1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( AP BDesa ) 

Kecamatan Tanjung Raja 
Tahun Anggaran 2016 

No Nama Desa 
\ W\ i\ 1,1, k ' i . t\ 
7\iigg<ii <tn 

I 
1 

filfi 409 000 
2 Op'ifi XfiniiintT Tpmian(T 714 308 000 
3 Oesa Seri Oalam 699 336 000 
4 Desa Kerinjing 682.642.000 
5 Desa Ulak Kerbau Baru 688.492.000 
6 Desa Ulak Kerbau Lama 714.725.000 
7 Desa Tanjung Agas 677.110.000 
8 Desa Siring Alam 690.162.000 
9 Desa Talang Balai Baru I 709.710.000 
10 Desa Talang Balai Lama 704.578.000 
11 Desa Skonjing 710.324.000 
12 Desa Tanjung Raja Selatan 728.383.000 
13 Desa Belanti 706.945.000 
14 Desa Tanjung Harapan 699.847.000 
15 Desa Talang Balai Baru II 703.242.000 

Jumlah 10.506.213.000 
Sumber: Kantor Camat Tanjung Raja, 2017 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2016 sebesar 

Rp. 10.506.213.000. Besamya jumlah anggaran yang diterima, memcrlukan 

perencanaan yang baik dan laporan pcrtanggungjawaban yang benar karena 

dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai 

wujud pcrtanggungjawaban kepada masyarakat itu scndiri. Akan tetapi, pada 

kenyataannya di Kecamatan Tanjung Raja masih ditemukan adanya 

ketimpangan antara aturan dengan praktiknya dalam pengelolaan keuangan 

desa. 
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Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, tcrdapat kepala 

desa yang tersandung kasus korupsi karena dugaan penyalahgunaan dana desa 

(Koran Sinar Pagi, 2016). Pertanggung]awaban yang dibuat dalam bentuk 

laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan 

prosedur yang memadai. Sebagian besar desa di Kecamatan Tanjung Raja 

belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan 

dalam penyusunan laporan keuangan desa. Desa-desa yang ada di Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir hanya membuat buku kas umum yang 

masih ditulis dengan manual. Hal ini sudah tidak sesuai dengan permendagri 

nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penatausahaan, penerimaan 

dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak 

dan buku bank. 

Masalah lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses 

perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, 

dan seringkali didominasi oleh para elit desa. Lebih daripada itu, sebelum 

musyawarah rencana pembangunan desa sudah dipersiapkan draft 

penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa, sehingga dengan alasan 

keterbatasan waktu, masyarakat menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses 

musyawarah dan cenderung mudah mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan 

oleh pemerintah desa. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin membahas 

tentang pengelolaan kcuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan llir. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 
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Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah scbelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimanakah pengelolaan keuangan 

desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang 

akan dicapai yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

peraluran dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam 

pengelolaan keuangan desa. 
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2. Pemerintah Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa 

serta masukan daiam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai 

dengan peraturan pemerintah di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan 

Ilir. 

3. Bagi Aimamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi 

penulisan di masa yang akan datang. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi (2013) yang 

berjudul impicmcntasi pengelolaan dan penatausahaan kcuangan desa 

berdasarkan perda nomor 16 tahun 2007 tentang keuangan desa di Desa 

Mulawarman Kecamatan Tenggarong Scberang Kabupaten Kutai 

Kartancgara. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman 

Kecamatan Tenggarong Scberang Kabupaten Kutai Kartancgara. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mcnganalisis dan mendeskripsikan pcngclolaan 

dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman Kecamatan 

Tenggarong Scberang Kabupaten Kutai Kartancgara. Dalam penelitian ini, 

menggunakan jcnis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan 

penatausahaan kcuangan desa di Desa Mulawarman sudah sesuai peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari 

proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas 

pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana 

anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, 

pclaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah 

ditcntukan dan melalui beberapa tahapan dan verifikasi. 

8 
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serta publikasi laporan keuangan yang transparan. Persamaan penelitian ini 

adalah mcmbahas tentang penatausahaan dan keuangan pengelolaan 

keuangan desa, sedangkan perbedaannya terletak pada objck yang akan 

diteliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul 

membedah akuntabilitas praktik pcngclolaan keuangan Desa Pakraman 

Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi 

Bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintah). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas 

praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan 

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa 

Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, 

Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku 

manusia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain: reduksi 

data, pcnyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) proses pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak 

melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui 

perwakilan. 2) akuntabilitas pcngclolaan keuangan bcrlangsung secara 

konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana 

(sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3) dengan adanya 
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modal sosial khususnya kcpercayaan, pcngurus Desa Pakraman 

Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kcuangan di Desa 

Pakraman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian scbelumnya adalah 

sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa, Perbedaaimya 

pada variabel akuntabilitas dan objck penelitian. 

Penelitian yang dilakukan olch Febrian (2014) yang berjudul analisis 

pengelolaan keuangan Desa Lubuk sakat dalam mewujudkan pembangunan 

Desa Lubuk Sakat tahun 2012. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah pelaksanaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam 

mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat tahun 2012 dan faktor-

faktor apa saja kah yang mempcngaruhi pelaksanaan pcngclolaan keuangan 

Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat 

tahun 2012?. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis pengelolaan 

keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan 

Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat 

tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendckatan kualitatif dalam 

memperoleh dan menganalisis data,. Teknik dalam penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa 

desa Lubuk Sakat telah disusun dan berjalan dengan baik. proses 

manajemen keuangan yang dimulai proses perencanaan, penganggaran, 

administrasi, pclaporan keuangan, akuntabilitas keuangan dan kcuangan 
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kclalaian. Scmua proses itu disahkan olch pemerintah desa Lubuk Sakat 

dalam mengelola keuangan desa bersumber dari desa pendapatan, dana 

perimbangan, pajak dan rctribusi dan lainnya sumber yang tidak mcngikat 

dan sah. Selain itu, pengelolaan anggaran pedesaan Desa Lubuk Sakat 

administratif tetapi tidak baik dalam empiris. Itu karena banyak hambatan 

dalam teknik manajemen kcuangan desa Sakat Lubuk. Hambatan yang 

hambatan untuk pejabat pendidikan, alokasi anggaran yang tidak seimbang, 

fasilitas pcndukung, kurangnya partisipasi, kurangnya pengawasan dan 

kapasitas desa faktor. Persamaan penelitian ini mcmbahas tentang 

pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaannya pada variabel 

dcpenden dan objek penelitian. 

B. Landasan Tcori 

1. Pemerintahan Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekcrta, deca 

yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya, kcpcntingan masyarakat setcmpat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang 

diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Sujarweni, 2015: 1). 

Desa mcmiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mcliputi kewenangan di 



12 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 

desa. Tujuan pembcntukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna 

dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat 

pcrkembangan dan kemajuan pembangunan. 

Pemerintahan desa merupakan subsistcm dari sistem 

penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kcpcntingan masyarakatnya. Pemerintah desa 

memiliki pcranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial 

didalam masyarakat (Solekhan, 2012: 41). Tugas utama yang harus 

diemban pemerintah desa adalah bagaimana meneiptakan kehidupan 

demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik. 

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri 

dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab 

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) adalah lembaga yang mclaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa 
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berdasarkan keterwakilan wilayah yang pcngisiannya dilakukan secara 

demokratis (undang-undang no. 6 tahun 2014 pasal 56). 

Berdasarkan penjclasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus 

kcpcntingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan 

kescjahlcraan masyarakatnya dengan meneiptakan kehidupan yang 

demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik. 

2. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 

disctujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati 

antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta 

ditetapkan oleh peraturan desa (Sujarweni, 2015: 125). APBDesa 

merupakan suatu rencana kcuangan tahunan desa yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber 

pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program 

pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpcno, 2011: 212). Dengan 

adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki 

sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang 

tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan 

secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar 

tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDesa mendorong 
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pemerintah desa agar mampu memberikan pelayan terbaik kepada 

masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang 

didalamnya. 

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam 

berbagai program dan kegiatan sudah ditcntukan anggarannya. Dengan 

demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, 

pembangunan, dan pcrlindungan kepada warga dalam tahun berjalan 

sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat 

diiaksanakan. 

Anggaran pendapatan dan bclanja desa berdasarkan Permendagri 

nomor ! 13 tahun 2014 terdiri dari: 

a. Pendapatan Desa 

Pendapatan desa mcliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

Pendapatan desa terdiri dari: 

1) Pcndapatan asli desa (PADesa) 

2) Transfer 

3) Pendapatan Iain-Iain 
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b. Belanja Desa 

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan 

kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri alas kelompok: 

1) Penyelenggaraan pemerintah desa 

2) Pelaksanaan pembangunan desa 

3) Pembinaan kemasyarakatan desa 

4) Pemberdayaan masyarakat desa 

5) Belanja tak terduga 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/ atau pengcluaran yang akan diterima kcmbali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari: 

1) Penerimaan pembiayaan 

2) Pengcluaran pembiayaan 

3. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bcrintikan 

perencanaan, pengorganisasian penggcrakan dan pengawasan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan scbelumnya (Adi, 2013). Keuangan 

desa adalah semua hak dan kcwajiban dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya 
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dalam bentuk kckayaan yang berhubungan dengan hak dan kcwajiban desa 

tersebut (Permendagri nomor 113 tahun 2014). 

Pengelolaan kcuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pclaporan, pcrtanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) 

tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember (Kumia, 2015: 33). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa 

wajib mengelola kcuangan desa secara transparan, akuntabel, dan 

partisipatif. Transparan bcrarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti 

dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bcrmakna 

melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa 

hams dibukukan dan diiaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi 

kcuangan pemerintahan. 

Pengelolaan kcuangan desa adalah keselumhan kegiatan 

(Sujarweni, 2016: 18-23) yang meliputi: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan mempakan cara organisasi menetapkan tujuan dan 

sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Perencanaan (planning) 

adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, 

penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara 

menyelumh, pcmmusan sistem perencanaan yang menyclumh untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan selumh pckerjaan organisasi, 

sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015: 91). Perencanaan 

meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek 
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opcrasional. Proses pcrcncanan juga melibatkan aspek prilaku yaitu 

pastisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, 

dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor pcrkembangan 

pencapaian tujuan. 

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu 

menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola 

perubahan masyarakat dalam kerangka pcrbaikan kesejahteraan dan 

kualitas hidup di masa depan (Sumpeno, 2011: 33). Secara khusus 

tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa 

dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif 

2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam 

memberikan makna dalam perencanaan pembangunan 

3) Meningkatkan transparansi dan akunlabililitas pembangunan 

4) Menghasilkan kctcrpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan 

dalam kerangka 

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa 

sesuai dengan kcwcnangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun 

untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 
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Mckanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang diatur dalam bab 

5 bagian kc I pasal 20, 21, 22 dan 23, adalah sebagai berikut: 

1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

APBDes berdasarkan RICPDesa. Kemudian sekretaris desa 

menyampaikan kepada Kepala Desa. 

2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala 

Desa kepada Badan Permusarakatan Desa untuk pembahasan lebih 

lanjut dan disepakati bcrsama, dan kescpakatan tersebut paling 

lambat bulan oktober tahun berjalan. 

3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 

hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati/walikota 

menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 

hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak 

memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku 

dengan sendirinya. 

4) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka 
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kepala desa mclakukan penycmpumaan paling lam 7 hari kerja 

terhitung sejak diterimanya evaluasi. 

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan 

kepala desa tetap menempatkan rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa menjadi peraluran desa, bupati/walikota dapat 

membatalkan peraturan desa tersebut dengan kcputusan 

bupati/walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa 

tahun anggran scbclumya. Maka kepala desa hanya dapat 

melakukan pengcluaran terhadap opcrasional penyelenggaraan 

pemerintah desa dan harus mcnghentikan pelaksanaan peraturan 

desa paling lama 7 hari kerja sctclah pcmbatalan dan selanjutnya 

kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 

6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraliu^an 

desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi 

dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku 

dengan sendirinya. 

Perencanaan kcuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang 

desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung 

berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang 

ada. Perencanaan kcuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang 

jclas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi kcuangan desa dapat 

diiaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mcnghindari 
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berbagai pemborosan daiam pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Terkait dengan perencanaan pcngclolaan keuangan desa, dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah 

langkah awal bagi pemerintah desa dalam mclaksanakan pengelolaan 

keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan 

strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, 

transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam 

kerangka pcrbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di 

masa depan. 

Pelaksanaan 

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, undang-u ndang 

nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa 

adalah pcmegang kckuasaan pcngclolaan keuangan desa yang dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan 

usaha menggerakkan angota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga 

mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan 

dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para 

anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. 

Pelaksanaan dalam pcngclolaan keuangan desa merupakan 

implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja 

Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip 
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umum yang hams ditaati yang mencakup penerimaan dan pengcluaran. 

Prinsip itu diantaranya bahwa selumh penerimaan dan pengeluaran 

desa diiaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam 

rekening kas desa ditandatangani olch kepala desa dan bendahara desa. 

Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pclayanan perbankan di 

wilayahnya maka pcngaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka 

pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan mclalui 

transfer kc rekening bank pihak ketiga (Kumia, 2015: 63). 

Pelaksanaan dalam pcngclolaan kcuangan desa adalah rangkaian 

kegiatan untuk mclaksanakan rencana dan anggaran yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk sctiap kegiatan yang menjadi 

dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

Secara teknis pelaksanaan pcngclolaan kcuangan desa diatur 

dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 (Sujarweni, 2015; 19-21) 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 

desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan opcrasinal pemerintah 

desa. 
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3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan 

Bupati/Walikota. 

4) Pengeluaran desa yang mcngakibatkan beban pada APBDesa tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. 

5) Pengcluaran desa tidak termasuk untuk bclanja pcgawai yang 

bersifat mcngikat dan opcrasional perkantoran yang ditetapkan 

dalam peraturan kepala desa. 

6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian 

anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. 

7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk 

mclaksanakan kegiatan harus discrtai dengan dokumen antara lain 

Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

8) Rencana anggaran biaya diverifikasi olch sekertaris desa dan 

disahkan olch kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggung} aw ah 

terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan dengan mempcrgunakan buku pcmbantu 

kas kegiatan sebagai pcrtanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di 

desa. 

9) Pelaksana kegiatan mcngajukan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) kepada kepala desa. SPP tidak bolch dilakukan sebelum 

barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggimgjawab belanja 
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dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah 

diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui 

permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 

10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara. 

11) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya, wajib menyelorkan seluruh penerimaan potongan 

dan pajak yang dipungutnya kc rekening kas Negara sesuai dengan 

ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Penatausahaan 

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang berhubungan dengan pcmbukuan atau administrasi 

pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pcmbukuan keuangan 

desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan kcuangan 

desa adalah kegiatan pcncatatan yang khususnya dilakukan oleh 

bendahara desa (Kumia, 2015: 90). Berdasarkan definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa penatausahaan kcuangan desa adalah rangkaian 

kegiatan yang berhubungan dengan pcncatatan seluruh transaksi 

keuangan yang pembukuannya hams sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan. 

Tahap ini mempakan proses pcncatatan seluruh transaksi 

kcuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan 

pcnatusahaan keuangan mempunyai fungsi pengcndalian terhadap 
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APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat 

digunakan untuk pcrtanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala 

desa dalam mclaksanakan penatausahaan kcuangan desa hams 

menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan 

sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan 

kcputusan kepala desa. 

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala 

desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 

membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam 

rangka pelaksanaan APBDesa (Sujarweni, 2015: 21). Bendahara desa 

wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung 

jawaban. Laporan pcrtanggungjawaban disampaikan setiap bulan 

kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Laporan pcrtanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa 

berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

1) Buku Kas Umum 

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang 

menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai 

maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan 

atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan 

sebagai sumber dokumen transaksi. Berikut format buku kas 

umum, yaitu: 
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Tabel II .I 
Buku Kas Umum 

Desa Kecamatan. 
Tahun Anggaran 

No 
Kodc 
Rek. iiraiaR 

Penerimaan 
(Rp). 

Pengeluaran 
(Rp). 

No. 
Bukti 

Jnmlah 
Pcngelnaran 

Kumulalif 
MMO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jumlah 

E 

Rp. 

Mengetahui 
Kq^ala Desa, E 

tanggal 

cndahara. 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014 

2) Buku Kas Pembantu Pajak 

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan 

pajak. Berikut format buku kas pcmbantu pajak, yaitu: 

Tabel 11.2 
Buku kas Pembantu Pajak 

Desa Kecamatan 
Tahun Anggaran 

No Tanggal Uraian I'emotongan 
(Rp) 

Pcnycloran 
(Rp) 

Saldo 

1 2 3 4 5 

Jumlah 

Mengetahui 
Kepala Desa, 

,tanggal 

Bendahara Desa, 

Sumber: Permendagri no 113 tahun 2014 
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3) Buku Kas Bank 

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengcluaran yang berhubungan dengan 

uang bank. Berikut format buku kas bank, yaitu: 

Tabel 113 
Buku Kas Bank 

Desa Kecamatan 
Tahun Anggaran 

No Tgl Uraian Bukti 
Transaksi Pcmasukan Pengeluaran 

Saldo 
Setoran Bunga 

Bank Penarikan Pajak Biaya 
Adm 

Saldo 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 to 

Jumlah 
, tanggal 

Mengetahui Bendahara Desa, 
Kepala Desa, 

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

d. Pclaporan 

Pclaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan 

hal-hal yang berhubungan dengan hasil pckerjaan yang telah dilakukan 

selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab 

(pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh 

karcna itu, laporan harustah tepat waktu, akurat. bcrmakna, dan 

ckonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari 

serangkaian proses pcncatatan dan pcngikhlisaran data transaksi bisnis 
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(Hoesada, 2016: 1). Laporan kcuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan 

data kcuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang 

bcrkepcntingan. 

Pclaporan kcuangan desa merupakan alat evaluasi karena 

menyediakan informasi kcuangan serta menunjukkan kinerja yang telah 

dilakukan schingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam 

pcngambilan kcputusan ekonomi bagi kepala desa scndiri maupun 

pcmangku kepentingan lainnya. Pemerintah bcrkcwajiban memberikan 

informasi kcuangan yang akan digunakan untuk pcngambilan kcputusan 

ekonomi,sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang bcrkepcntingan. 

Dalam mclaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kcwajiban kepala 

desa wajib (Sujarweni, 2015: 22); 

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

bupati/walikota berupa: 

a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan ju l i tahun berjalan 

b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan januari tahun berikutnya 

2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota 

3) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada 

bupati/walikota 
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4) Menyampaikan laporan keterangan pcnyelcnggarakan pemerintah 

desa secara tcrtulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran 

Tahap dalam pembuatan laporan kcuangan desa adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam 

penyusunan anggaran 

2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pcndapatan, bclanja dan 

pembiayaan. Seteiah anggaran disahkan maka perlu diiaksanakan 

3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut 

harus dilakukan pcncatatan Icngkap berupa pembuatan buku kas 

umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku invcntaris 

dengan discrtai pengumpulan bukti-bukti transaksi 

4) Untuk memperoleh informasi posisi kcuangan, kemudian 

berdasarkan transaksi yang tetjadi dapat dihasilkan sebuah neraca 

5) Selain menghasilkan neraca bentuk pcrtanggungjawaban 

pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi amggaram desa 

Pertanggungjawaban 

Pcrtanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata 

akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, hlameworthisness, 

kcwajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan 

pemberian tanggungjawab (Bastian, 2010: 385). Pcrtanggungjawaban 

adalah suatu konscp dalam ctika yang memiliki banyak arti. Sebagai 
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salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, 

pcrtanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan 

terkait dengan permasalahan sektor publik. 

Akuntabilitas (Pcrtanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai 

kcwajiban imtuk menyampaikan pcrtanggungjawaban atau menjawab, 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan 

kotektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

bcrkewenangan untuk meminta keterangan atau pcrtanggungjawaban. 

Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan 

pcrtanggungjawaban atas tindakan dan kcputusan pihak pelaksana 

(cksckutiO kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat 

secara umum (Bastian, 2010: 385). 

Laporan pcrtanggungjawaban rcalisasi pelaksanaan APBDesa 

sctiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota 

mclalui camat sctclah pemerintah desa dan BPD Iclah sepakat terhadap 

laporan pcrtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam 

bentuk peraturan desa (permendagri nomor 113 tahun 2014). Peraturan 

desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak 

tcrpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. laporan 

disampaikan paling lambat I (satu) bulan sctclah tahun anggaran 

berkenaan. 

Pcrtanggungjawaban berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 

2014 (Sujarweni, 2015: 22-23) terdiri dari: 
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1) Kepala desa menyampaikan laporan pcrtanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) 

kepada bupati/walikota mclalui camat sctiap akhir tahun anggaran. 

Laporan pcrtanggungjawaban rcalisasi pelaksanaan APBDesa terdiri 

dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan 

peraturan desa dan dilampiri: 

a) Format laporan pcrtanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran berkenaan: 

Tabel I I . 4 
Laporan Realisasi Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Desa Kecamatan 

Tahun Anggaran 

Kodc 
Rekening 

Uraian Jumlah 
Anggaran 

(Rp.) 

Jumlah 
Realisa.si 

(Rp.) 

Lebih/ 
Kurang 
(Rp.) 

Kclcrangan 

I 2 3 4 

Tanggal.... 
Tld 

(Kepala Desa ) 

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 
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b) Forniat laporan kckayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran 

berkenaan: 

Tabel 11. 5 
Laporan Kekayaan Milik Desa 

Sampai Dengan 31 Desember 20... 

Uraian 
Tahun N 

(Tahun Periode 
Pelaporan) 

Tahun N-l 
(Tahun 

Sebelumnya) 
I . Asct Desa 

A. Aset Lancar 
1. Kas Desa 

a. Uang kas di Bendahara Desa 
b. Rekening Kas Desa 

2. PiuUing 
a. Piutang Scwa Tanah 
b. Piutang Sewa Cicdung 
c. dsl 

3. Pcrscdiaan 
a. Kertas Scgel 
b. Materai 
C. dst 

Jumlah Ase! Lancar 

B. Aset Tidak l.ancar 

1, Invcslasi Permanen 
- Pcnyertaan Modal Pemerintah Desa 

2. Aset Tetap 
Tanah 
Pcralatan dan Mesin 
Gedung dan bangunan 
Jalan, Jaringan dan Instatasi 

- dst 

3, Dana Cadangan 
Dana Cadangan 

4. Aset lidak lancar Lainnya 

Jumlah Asct Tidak Lancar 
Jumlah Aset <A + B) 

11. Kcwajiban Jangka Pendek 
Jumlah Kcwajiban Jangka Pendek 

Jumlah Kekayaan Bersih( 1 Ii ) 

Tanggal 
Ttd 

(Kepala Desa ) 

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 
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c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kc 

desa: 

Tabel 11.6 
Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk kc Desa 

Tanggal 

Desa 

Kccamal in 

Kabupali n 

No. 
Jenis 

Kegiatan 
Lokasi 

Kegiatan 
Rincian 

Kegiatan 
Volume Satuan 

Dana 
JUJlJIall 

(Rp) 

Sub Total Jcnis 
Kegiatan (1) Rp. 

Sub Total Jcnis 
Kegiatan (2) Rp. 

Sub Total ienis 
Kegiatan (3) Rp. 

Sub Total (4) 

Total (1 s/d 4) 

Rp. 

Rp. 

Tanggal 
Kepala Desa 

(. 

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 
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2) Laporan pcrtanggungjawaban rcalisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan 

sctclah akhir tahun anggaran berkenaan 

Laporan rcalisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati 

atau walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan 

dana desa dilakukan: 

1) Untuk semester I paling lambat minggu kecmpat bulan Juli tahun 

anggaran berjalan 

2) Untuk semester II paling lambat minggu kcempat bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya. 



BAB III 

M E T O D E P E N E L I T I A N 

Jcnis Penelitian 

Jcnis penelitian dilihat dari tingkat cksplanasi (Sugiyono, 2014: 

53-55) yaitu: 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap kcberadaan variabel 

mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. 

2. Penelitian Komparatif 

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

mcmbandingkan atau berupa hubungan scbab-akibat antara dua 

variabel atau lebih. 

3. Penelitian Asosiatif 

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. 

Jcnis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan 

untuk memberikan gambaran mcngenai pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa-

desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. 

34 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dilakukan peneliti adalah di Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Ogan ll ir yang bcralamatkan di Jin. Mcrdeka no.O! 

Tanjung Raja. Kodc pos 30661. 

C . Operasionalisasi Variabel 

Tablel III .I 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Pcngclolaan 
kcuangan desa 

Suatu rangkaian kegiatan 
yang tersusun secara 
sistematis yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pclaporan, 
pcrtanggungjawaban. 

1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Penatausahaan 
4. Pclaporan 
5. pcrtanggungjawaban 

Sumber: Penulis, 2017 

D. Data yang Diperlukan 

Dilihat dari scgi cara atau teknik pengumpulan data tergolong 

menjadi dua bagian (Sanusi, 2011: 104) yaitu: 

1. Data primer 

Adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan olch 

peneliti. 

2. Data sckunder 

Adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sckunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara langsung dan data sckunder berupa laporan kcuangan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

E . Metode Pengumpulan Data 

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data (Sugiyono, 

2013; 402-425) dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Interview (Wawancara) 

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjck penelitian. 

2. Kucsioncr (Angket) 

Kuesioncr merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi tahu sepcrangkat pertanyaan tcrtulis kepada 

rcspodcn untuk mcnjawabnya. 

3. Observasi 

Observasi adalah pcngamatan dan pcncatatan yang sistematis terhadap 

gcjala-gcjala yang diteliti. 

4. Dokumentasi 

Dokumcntasi merupakan catatan alau peristiwa yang sudah bcrlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 
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Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dalam 

penelitian ini adalah dengan cara mcngajukan pertanyaan secara lisan 

kepada bendahara desa. Metode dokumentasi adalah dengan 

mengumpulkan laporan keuangan kcuangan desa. 

F . Analisis data dan Teknik Analisis 

1. Analisis data 

a. Analisis kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-pcnemuan yang tidak dapat (diperoleh) dengan 

menggunakan proscdur-proscdur statislik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi/pengukuran (Sujarweni, 2015:21). 

b. Analisis Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif adalah jcnis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-pcnemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan proscdur-proscdur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi/pengukuran (Sujarweni, 2015:39). 

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian 

penjclasan mcngenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 di Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Ogan Ilir. 
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2. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara 

mcnganalisis lima indikator yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan. 

b. Pelaksanaan. 

c. Penatausahaan. 

d. Pelaporan. 

e. Pcrtanggungjawaban. 



BAB IV 

HASIL P E N E L I T I A N DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan llir 

Kabupaten Ogan llir merupakan kabupaten pemekaran dari 

Kabupaten Ogan Komering llir, lerbentuk sejak tahun 2003. Luas wilayah 

Ogan Ilir adalah seluas 2.666 km^ dengan kctinggian rata-rata delapan 

meter di atas pcrmukaan laut. Secara astronomis wilayah Ogan Ilir terletak 

antara 3°02'sampai 3°48'Lintang Selatan dan 104*^20'sampai 104°48' 

Bujur Timur. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten ini bcrbatasan 

langsung dengan Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang di scbclah 

Utara, Kabupaten OKU di sebelah Selalan. Kabupaten Muara Enim dan 

Kota Prabumulih di scbclah Barat, serta Kabupaten OKI dan Kabupaten 

OKU Timur di sebelah Timur. 

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan. dimana Kecamatan 

Rambang Kuang adalah kecamatan terluas, dengan luas wilayah 528.82 

km . Sedangkan yang tcrkccil adalah Kecamatan Rantau Panjang dengan 

luas wilayah 40.85 km". Dari 16 kecamatan yang terdapat di Kabupaten 

Ogan Ilir tcrdapat 227 desa dan 14 kelurahan. Kecamatan Pcmulutan 

merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak. yaitu sebanyak 25 

desa, sedangkan Kecamatan Lubuk Kcliat merupakan kecamatan dengan 

jumlah desa paling sedikit yaitu 10 desa. 
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2. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Raja 

a. Sejarah Singkat Kecamatan Tanjung Raja 

Kecamatan Tanjung Raja merupakan salah satu kecamatan 

induk di Kabupaten Ogan llir. Kecamatan yang pada awalnya termasuk 

dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ini rcsmi menjadi wilayah 

Kabupaten Ogan Ilir sejak pemekaran kabupaten Ogan Komering Ilir 

yaitu sejak berlakunya undang-undang nomor 37 tahun 2003. 

Kecamatan Tanjung Raja merupakan salah satu kota terbcsar selain 

Indralaya dari segi aspek sosial, budaya. perekonomian, penduduk, dan 

kota kecil yang mandiri, maju, dan scjahtera masyarakatnya. 

Tanjung Raja adalah sebuah kecamatan tcrtua di Kabupaten 

Ogan ilir, Sumatcra Sclatan, Indonesia. Letak kota kecil ini strategis 

terletak di jalur perlintasan timur Sumatcra mcnjadikan wilayahnya 

sebagai Kota Transit. Salah satu yang mcnjadikan icon kecil kota ini 

adalah Pindang Tulang Pcgagannya yang terkcnal Iczat dan scdap. Di 

Kecamatan Tanjung Raja mengalir sungai besar yaitu Sungai Ogan 

yang mengalir mulai dari Kecamatan Muara Kuang dan bermuara di 

Sungai Musi di Kcrtapati-Palembang yang lebih dikenal dengan muara 

ogan. 

Pcnduduk kecamatan Tanjung Raja mayoritas bekerja sebagai 

petani, dan sebagian kecil sebagai PNS serta penduduk di wilayah ini 

bcrsuku bangsa Pcgagan, Kayu Agung, dan Jawa, sedangkan bahasa 

yang digunakan olch masyarakat schari-hari adalah Bahasa Indonesia, 
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Bahasa Palembang, Bahasa Pcgagan, dan Kayuagung. Jumlah 

penduduk kecamatan Tanjung Raja sebagian besar mcmcluk agama 

Islam 99,6 %, dan kristcn 0,4 %. Jumlah tempat pcribadatan bcrjumlah 

14, 12 Masjid, dan 2 Langgar/Surau yang tcrscbar di masing-masing 

desa dan kelurahan. 

Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari 15 desa dan 4 kelurahan 

(Tanjung Raja, Tanjung Raja Barat, Tanjung Raja Timur dan Tanjung 

Raja Utara). Transporlasi yang digunakan dari dcsa/kelurahan ke ibu 

kota Kecamatan, sebagian besar ditcmpuh melalui jalur darat. Sejak 

tahun 1950 sampai sekarang ada dua puluh lima orang camat yang 

pcmah dan scdang mcnjabat di Kecamatan Tanjung Raja dengan 25 

masa bakti. Camat yang scdang mcnjabat di Kecamatan ini adalah 

Bunhur Sayuti, S.Sos. yang diilantik pada tanggal 10 September 2013. 

Di Kecamatan Tanjung Raja terdapat 15 desa yang dipimpin 

olch kepala desa, dan 4 kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dimana 

masing -masing pejabat desa merupakan pejabat definitif. Seluruh 

desa/kelurahan menggunakan Rukun Tctangga (RT) sebagai satuan 

wilayahnya. Selain RT dan RW, lingkungan juga biasa digunakan 

sebagai satuan wilayah di Kecamatan Tanjung Raja. 
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Tabel I V . l 
Jumlah L K / K T Menurut Desa/Kelurahan 

di Kecamatan Tanjung Raja pada Akhir Tahun 2015 

INO Desa / Kelurahan Lingkung 
an/dusun 

Rukun 
Tetangga 

( K l J 

Lingkun 
gan 

I 
1 

T ^ Q n l i m n i^f*tvii ^ i t m 1 aiijung 1 LtTlldng A Q o 
z ^ r*t*i / l o 1 O TY\ 1 

J 
f, 

J T ^ Q t i l i m n K Q i Q 1 d l l J U l l g I v d j d Z 
o 

7 
J A t I d l l J L I I l ^ fvd jd odial Q o A 

J T ^ ^ n t i i n n l ^ ^ i ^ T IT'ii'^i 

idnjuiig Jxdjd kjuird 
I Z z o 

J didn^ odidi odtu 1 z 
o 

1 7 1Z 
7 
1 

K 1 T̂ i rx IT A l l m 

J1 ring Alam 
7 Z A 

O 
o 

1 o n 11 t n n A m o 
1 anjung Agas 

7 
Z 

A 
9 Talang Balai Lama A Q O 

10 Suka Pindah 3 6 
11 Ulak Kerbau Lama 6 12 
12 Ulak Kerbau Bam 3 6 
13 Kerinjing 2 4 
14 Tanjung Raja Timur 6 3 
15 Belanti 4 8 
16 Tanjung Raja Selatan 5 10 
17 Talang Balai Bam 11 4 8 
18 Skonjing 3 6 
19 Tanjung Harapan 3 6 

Jumlah 52 140 18 
Sumber : Kantor Camat Tanjung Raja, 2017 

b. Luas Wilayah 

Kecamatan Tanjung Raja mempakan bagian dari wilayah 

Kabupaten Ogan Ilir yang mcmiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Indralaya 

2) Scbclah Sclatan bcrbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Batu. 
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4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Panjang. 

Kecamatan Tanjung Raja terletak antara 100°-106° BT dan 3° LS 

dan mempunyai luas sebesar 70.41 Km" dengan kepadatan penduduk 

sckitar 598 jiwa per Km". Wilayah desa/kelurahan yang paling luas 

adalah desa Siring Alam 7,41 Km dan yang Paling kecil adalah desa 

Tanjung Raja Utara 1 Km". 

c. Potcnsi Sumber Daya Manusia 

Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari daerah rawa dan lahan 

yang mencapai 50%, masyarakat Kecamatan Tanjung Raja 

menggantungkan hidupnya dengan bertani , antara lain persawahan. 

Selain bertani masyarakat Kecamatan Tanjung Raja memanfaatkan 

lahannya di sektor pcrkebunan sepcrti karet, dan sebagian masyarakat 

bermata pencaharian dengan berdagang. Disamping itu pula banyak 

masyarakat Desa menggantungkan hidupnya dengan membuat kuc dan 

kerupuk {home industry) seperti Desa Kerinjing, Skonjing dan Tanjung 

Agas. 

d. Kepcndudukan 

Berdasarkan konsep BPS yang dimaksud dengan Pcnduduk 

Indonesia mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga 

Negara Asing (WNA) yang tinggal daiam wilayah geografis Indonesia, 

baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang bertempat tinggal tidak 
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tetap (seperti tuna wisma, pcngungsi, awak kapal bcrbendcra Indonesia, 

masyarakat terpencil/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). 

Anggota korps diplomatik beserta kcluarganya, meskipun menctap di 

wilayah geografis Indonesia, tidak dicakup sebagai pcnduduk. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Raja pada tahun 

2014 sebanyak 43.241 dan pada tahun 2015 bcrjumlah 43.814 orang. 

Pcnduduk terbanyak ada di Kelurahan Tanjung Raja, yaitu sebanyak 

5.995 orang. Sedangkan penduduk yang paling sedikit di Desa Tanjung 

Harapan, yaitu sebanyak 925 orang. Berikut tabel jumlah penduduk dan 

kepadatan menurut kelurahan/desa Kecamatan Tanjung Raja tahun 

2015: 

Tabel IV.2 
Jumlah pcnduduk dan Kepadatan Menurut Kelurahan/Desa 

Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2015 

No Desa / Kelurahan Jumlah Pcnduduk Kepadatan Penduduk 
Per Km2 

I Tanjung Temiang 2.186 354 
2 Sen da lam 1.878 475 
3 Tanjung Raja 5.995 1945 
4 Tanjung Raja Barat 4.812 2341 
5 Tanjung Raja Utara 3.476 3383 
6 Talang Balai Baru 1 2.278 634 
7 Siring Alam 1.083 142 
8 Tanjung Agas 1.148 373 
9 Talang Balai Lama 1.696 413 
iO Suka Pindah 1.164 284 
I I Ulak Kerbau Lama 2.074 404 
12 Ulak Kerbau Baru 1.639 399 
13 Kerinjing 1.279 415 
14 Tanjung Raja Timur 2.736 1776 
!5 Belanti 2.105 455 
16 Tanjung Raja Sclatan 3.530 982 
17 Talang Balai Baru II 1.963 764 
18 Skonjing 1.847 513 
19 Tanjung Harapan 925 200 

Jumlah 43.814 606 
Sumber: Badan Pusat Statistik Ogan l l i r , 2017 
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3. Struktur Pemerintahan 

Gambar IV. l 
Struktur Organisasi 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan iilr 

Sekretaris Carnal 
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NiP.l%3(M139860 
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(Ill.'a) 
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Seksi Trantib Seksi PMI)& 
K 
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Aminah 
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(lll/c) 

Dra.Nurdewa D. 
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88122001 
(lll/d) 

Kasiana 
NIP.19660724 

1989092002 
(Ill/d) 

Mulmainah 
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Asmin, S.Sos 
NIP.I9630815 

1985031009 
(iV/a) 

Nopriadi (ll/a) 
NIP. 1982072 
6012121003 

Herawati, S.Sos 
NIP.1976081820 

14072002 

Slaf Musnaini 
NIP.I96506I6 

1985031005 
Siaf 

Kartika Sari. 
S.Sos (ll'a) 

NIP. 19810203 
2014072003 

Sumber: Buku Profil Kecamatan Tanjung Raja, 2017 
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4. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 

a. Camat 

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kehidupan kemasyarakatan serta mclaksanakan tugas berdasarkan 

pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati. Untuk 

mclaksanakan tugas tersebut, camat mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan 

keagrarian. 

2) Pembinaan pemerintah desa/kelurahan. 

3) Pembinaan ketcntraman dan ketcrtiban. 

4) Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan 

perekonomian, produksi dan dislribusi serta pembinaan sosial. 

5) Penyusunan program, pembinaan administrasi, kctatausahaan dan 

rumah tangga. 

b. Sekretariat 

Fungsi sekretaris kecamatan yaitu sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana, pengendaltan dan evaluasi pelaksanaan. 

2) Urusan administrasi keuangan. 

3) Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, pcrlengkapan dan 

rumah tangga. 



Tugas sekretaris kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan pemerintah kecamatan. 

2) Mcnyiapkan rancangan produk hukum tingkat kecamatan. 

3) Menghimpun, mcmclihara dan mclakukan dokumcntasi peraturan 

perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsi pemerintah kecamatan scrta bahan-bahan dokumentasi 

lainnya. 

4) Melakukan penyu.sunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah 

Kecamatan. 

5) Mcnyiapkan bahan penyusunan dan pengusulan anggaran 

Pemerintah Kecamatan. 

6) Mclakukan pcngclolaan administrasi keuangan. 

7) Mcnyiapkan bahan penyusunan pertanggung jawaban atas 

penerimaan, pendapatan dan penggunaan keuangan Pemerintah 

Kecamatan. 

8) Melakukan lata usaha, administrasi kepegawaian, pcrlengkapan 

kantor dan rumah tangga kecamatan. 

9) Mclakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kcrja 

terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-Iangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 

tugasnya. 

11) Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Seksi Pemerintahan 

Tugas seksi pemerintahan yaitu sebagai berikut: 

1) Mcnyusun rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan. 

2) Mencari, menghimpun dan mcnsistimasikan serta mengolah data 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

3) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

4) Melakukan hubungan kcrja dan koordinasi dengan unit kcrja 

terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

5) Mcnyiapkan bahan-bahan program pelayanan dibidang 

kepcndudukan dan catatan sipil. 

Seksi Ketcntraman dan Ketcrtiban 

Tugas seksi ketcntraman dan ketcrtiban dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketcntraman dan 

Ketcrtiban. 

2) Mclaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

3) Mclaksanakan opcrasional penertiban pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan mcngenai lingkungan, tempat 

usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana 

umum serta tempal hiburan dan kegiatan lainnya. 
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4) Mengumpulkan data dan informasi, mengevaluasi, mcnertibkan 

dan mclaporkan mcngenai pelanggaran perundang-undangan, 

tempat usaha, bangunan, usaha infonnal, reklamc, sarana dan 

prasarana umum dan tempat hiburan, penyelesaian sengketa 

tanah, bangunan dan sengketa lainnya. 

5) Mclaksanakan pembinaan pcrlindungan masyarakat. 

6) Melaksanakan rchabilitasi dan relokasi korban bencana. 

7) Melaksanakan pengamanan ditcmpat kegiatan hari-hari besar 

nasional, kcagamaan dan tempat-tempat yang diperlukan. 

8) Menghimpun, mempelajari dan mclakukan penelitian serta 

mcnindaklanjuti pcngaduan masyarakat. 

9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-Iangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 

tugasnya. 

10) Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch atasan. 

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kclurahan 

Tugas seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan yaitu 

sebagai berikut: 

t) Menyusun rencana dan program kerja seksi pembangunan 

masyarakat desa/kelurahan. 

2) Mcnyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan masyarakat 

kecamatan pembangunan masyarakat desa/kelurahan, 

perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, pcrkopcrasian. 
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perlemakan, pertanian, pcrkebunan, perikanan, industri kecil, 

usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran 

distribusi hasil produksi. 

3) Mencari, menghimpun dan mcnsistimatisasikan serta mengolah 

data yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

4) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

5) Mcnyiapkan bahan dalam rangka pelaksanan pembinaan lembaga 

adat, tradisi dan budaya masyarakat, lembaga masyarakat 

kecamatan, desa/kelurahan. 

6) Mcnyiapkan bahan pedoman dan pentunjuk pembinaan usaha 

peningkatan kualitas dan pelayanan hasii-hasil pcrkebunan, 

kehutanan pertemakan dan perikanan di wilayahnya. 

7) Mcnyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi dan 

pemberian surat-surat lainnya yang berhubungan dengan program 

pemanfaatan hasil pcrkebunan, kehutanan, perternakan dan 

perikanan di wilayahnya. 

8) Mcnyiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuh dan 

mengembangkan usaha eknomi desa/kelurahan, badan perkreditan 

desa/kelurahan dan kecamatan dan tabungan masyarakat. 

9) Mcnyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha informal 

dan wilayahnya dalam pengertian adalah usaha-usaha dibidang 
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ekonomi produklif masyarakat dalam tahap-tahap yang sederhana, 

sesuai dengan kemampuan masyarakat. 

10) Mcnyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap bahan 

pcmbimbing dan pciindung KUD dan kopcrasi scrba usaha 

desa/kelurahan. 

11) Mengumpulkan data informasi, mclakukan evaluasi dan 

pelaporan mengenai kelompok usaha kecil masyarakat 

kecamatan, pemasaran produksi dan bantuan modal usaha. 

12) Mcnyiapkan bahan dalam rangka usaha dan menumbuhkan dan 

mcperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan 

taraf hidupnya dengan membuka kcscmpatan berusaha. 

13) Mcnyiapkan bahan dalam rangka membantu mcmajukan usaha 

rakyat dalam lapangan kerajinan, perdagangan dan perindustrian. 

14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-Iangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 

tugasnya. 

15) Mclaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan olch atasan. 

Seksi Kesejahteraan Sosial 

Tugas seksi kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana dan program kerja seksi kesejahteraan sosial. 

2) Mencari, menghimpun dan mensistimasikan serta mengolah data 

yang yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 
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3) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

4) Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kcrja 

terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

5) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kepedulian terhadap 

penyandang masalah sosial. 

6) Menyiapkan bahan dalam rangka pcncegahan bencana alam. 

7) Menyiapkan bahan dan melakukan keija sama dengan instansi 

terkait dalam rangka penanggulangan bencana alam. 

g. Seksi Pelayanan Umum 

Tugas seksi pclayanan umum yaitu sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana dan program kerja seksi pclayanan umum 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

2) Mencari, menghimpun dan mensistimasikan scrta mengolah data 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

3) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

5. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir 

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan ll ir melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka 

menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa 

(Rencana Kerja Pembangunan). RPJM Desa di Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Ogan llir memuat beberapa aspek yang dibutuhkan 

desa atau program-program kerja desa sebagai berikut; 

Tabel IV.3 
Aspek dan Program Kerja 

No Aspek yang 
dibutuhkan Program Kerja 

1 Program 
Pen ye 1 cnggaraan 
Pemerintah desa 

a. sarana dan prasarana perkantoran 1 Program 
Pen ye 1 cnggaraan 
Pemerintah desa 

b. penyusunan tata ruang desa 
1 Program 

Pen ye 1 cnggaraan 
Pemerintah desa c. pengelolaan informasi desa 

2 Program 
pembangunan desa 

a. infrastruktur dan lingkungan desa 2 Program 
pembangunan desa b. kesehatan 

2 Program 
pembangunan desa 

c. pendidikan dan kebudayaan 

2 Program 
pembangunan desa 

d. pengembangan UEP dan sarana 
prasana 

3 Pembinaan 
kemasyarakatan 

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan 3 Pembinaan 
kemasyarakatan b. keamanan dan ketcrtiban 

3 Pembinaan 
kemasyarakatan 

c. pembinaan lembaga adat 

3 Pembinaan 
kemasyarakatan 

d. pembinaan kesenian dan sosial 
budaya 

4 Pemberdayaan 
masyaraat 

a. diklat dan penyuluhan pemerintah 
desa 

4 Pemberdayaan 
masyaraat 

b. peningkatan kapasitas masyarakat 
Sum ber; RPJM Desa, 2017 (d iolah) 

RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan 

atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembanguan). Seteiah tahap 

perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman 

pembangunan desa dan RKP Desa sebagai pcnjabaran RPJM Desa 

tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa 



54 

yang ditcntukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana 

Pembangunan) Desa. 

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Tahap pelaksanaan pcngclolaan keuangan desa sesungguhnya 

telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa 

dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan 

dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang 

harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa). Selama tahun anggaran 2016 APBDesa di 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir mengalami perubahan 

I (satu) kali. Perubahan terjadi karcna menyesuaikan dengan peraturan 

Bupati Ogan llir. 

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pada tahap ini bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan 

pengcluaran kas ke dalam buku kas umum desa. Buku kas umum yang 

dibuat oleh bendahara desa di Kecamatan Tanjung Raja ini masih 

ditulis secara manual dan seringkali terjadi salah pcncatatan. 

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pada tahap pelaporan, kepala desa di Kecamatan Tanjung Raja 

Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan laporan keuangan desa 

berdasarkan tahap pencairan dana desa. Pada tahun 2016 anggaran 

pendapatan dan belanja desa mengalami perubahan yaitu 
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bertambahnya jumlah anggaran dana desa yang berasal dari APBN, 

sehingga pelaporan keuangan desa menjadi terlambat. 

c. Pcrtanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

Scmua perencanaan dan rcalisasi pos anggaran yang dibuat 

akan diiaporkan dalam laporan pcrtanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan dengan meiampirkan 

laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang masuk desa. Akan tetapi, Desa-desa di 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan ll ir hanya mclaporkan 

laporan pcrtanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa). 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pemerintah desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir 

menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kcwcnangannya 

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. 

Talang Balai Lama adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Ogan llir. 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Talang Balai Lama, 

pemerintah desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) 

tahun. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) 
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tentang RPJM Desa yang kemudian discrahkan kepada kepala desa 

untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa). 

Perencanaan di desa Talang Balai Lama yang telah ditetapkan 

dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKJ* De^a (Rencana 

Kerja Pembangunan Desa) seteiah mengadakan Musrenbang Desa 

(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP 

Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan 

pengelolaan kcuangan desa Talang Balai Lama, yang berupa rapcrdcs 

tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Raperdes 

tentang APBDesa ini disampaikan olch kepala desa Talang Balai 

Lama kepada bupati/walikota mclalui camat berdasarkan informasi 

yang diberikan dari kecamatan. (hasil wawancara sekretaris desa, 19 

Januari 2017). Schingga secara garis besar perencanaan di desa Talang 

Balai Lama mulai dari RPJM Desa sampai terbentuknya APBDesa 

dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut: 

Gambar IV.2 
Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir 

Musyawarah 
Dusun 

¥• 
Rancangan 
RPJM Desa 

Peraturan 
RPJM i)csa 

Murcnbang 
Desa 

Musyawarah 
Dusun 

Rancangan 
RPJM Desa • 

Peraturan 
RPJM i)csa 

¥• 

Murcnbang 
Desa 

Perdes 
APBDesa 

Raperdes 
tentang 

APBDesa 

RKP Rancangan 
RKP Desa 

Perdes 
APBDesa 4 

Raperdes 
tentang 

APBDesa 
4 Desa 4 

Rancangan 
RKP Desa 

Sumber: Penulis, 2017 
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Desa Talang Balai Lama sebelum pelaksanaan Musrenbang 

Desa, setiap RT menampung usulan dari masyarakat yang kemudian 

disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas 

saat pelaksanaan Murcnbang Desa. Dalam pelaksanaan Murcnbang 

Desa ini, kepala desa turut mengundang pemerintah desa, BPD, 

perwakilan dari kecamatan, pcmangku desa atau lembaga atau 

organisasi desa serta perwakilan dari masyarakat desa (hasil 

wawancara sekretaris desa, 19 Januari 2017). 

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 

113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa 

menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa 

berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun 

berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes 

tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati 

bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati 

sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 

disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi 

melalui camat maksimal 3 hari seteiah disepakati. Jangka waktu 

pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati/walikota 

maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota 

menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan 
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mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa 

yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan 

Desa) oleh kepala desa. 

Gambar rv.3 
Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pelaksana 
Kegiatan 

Usulan 
Anggaran 

Kegiatan sesuai 
RKP Desa 

Sekretaris Desa 

Mcyusun 
Rapcrdcs 
APBDesa 

Kepala Desa BupatiAValikota 
(Melalui Camat) 

Raperdes Raperdes 

APBDesa APBDesa 

Menyetujui 
Raperdes 
APBDesa 

I 
Pembahasan 

bersama BPD 

• 

Raperdes 
APBDesa • 

Raperdes Raperdes 
APBDesa APBDesa 

Evaluasi 

T 

Pcrbaikan 

Hasil Evaluasi Hasil 
Evaluasi 

Hasil Evaluasi 

4 

Hasil 
Evaluasi 

Perdes 
APBDesa 

sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014 (diolah) 
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Berdasarkan hasil analisis, secara teknis perencanaan 

pengelolaan keuangan desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Ogan llir sudah sesuai dengan Permendagri nomor 

113 tahun 2014. Perbedaannya terletak pada waktu penyampaian 

Raperdes tentang APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. 

Waktu penyampaian Rapcrdcs APBDesa kc camat tidak bisa 

dipastikan karcna kepala desa menyampaikan Raperdes APBDesa 

berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan. 

Proses perencanaan pcngclolaan keuangan desa di Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten ini belum bisa dikatakan baik. Karena 

Musrenbang Desa hanya di lakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan 

saat pada pelaksanaan sudah di siapkan draf usulan perencanaan 

kegiatan, sehingga masyarakat cenderung langsung menyetujui 

tentang apa yang sudah dipersiapkan. Dalam penyusunan Raperdes 

APBDesa juga masih lambat karcna kurangnya pemahaman 

pemerintah desa dalam menyusun Raperdes Desa. 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pelaksanaan keuangan desa Talang Balai Lama di Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. baik penerimaan dan pengcluaran 

sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi dalam 

pclaporannya masih belum berjalan dengan baik. bendahara desa 

mcngajukan sural permintaan pembayaran terlcbih dahulu seteiah 
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disctujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, 

jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi bam 

akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah mclakukan 

pembayaran {hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2017). 

Pemerintah desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Ogan Ilir membentuk tim khusus sendiri yang 

betugas untuk mengawasi kegiatan pembangunan, akan tetapi tim 

pengawas yang dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. 

Pengawas yang dibentuk bam akan bekerja jika ada tim pengawas 

atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari 

Kecamatan memonitor di saat ada kegiatan pembangunan (hasil 

wawancara ketua pelaksana kegiatan, 21 Januari 2017). 

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang 

melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan 

dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan 

pendanaan untuk melaksanakan kegiatan hams discrtai dengan 

dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana 

kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 

kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa 

diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP), peryataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti 

transaksi. 
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Berdasarkan hasi! analisis, secara teknisi pelaksanaan keuangan 

pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja, baik penerimaan dan 

pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi 

pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai dengan permendagri 

nomor 113 tahun 2014. Karena bendahara desa mengajukan surat 

permintaan pembayaran terlebih dahulu seteiah disctujui kepala desa 

baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan 

tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan 

dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran. 

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pelaksanaan 

kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada 

Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa 

diterima. 

Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa di 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir masih kurang 

maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawas terkadang bukan 

merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa. Selain itu 

juga pengawasan dari tim pendamping kecamatan masih bersifat 

global karena harus mengawasi seluruh desa yanga ada dibawah 

wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan. 
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3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Laporan pcrtanggungjawaban yang dibuat oieh bendahara desa 

Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung Raja adaiah buku kas umum 

yang ditulis secara manual, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa 

dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Untuk tahun 

anggaran 2016 bendahara desa Talang Balai Lama belum menyelesaikan 

pcncatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas 

umum desa (hasil wawancara bendahara desa, 18 Januari 2017). Berikut 

buku kas umum yang dibuat bendahara desa Talang Balai Lama yaitu: 
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Tabel IV.4 
Buku Kas Umum 

Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja 
Tahun Anggaran 2016 

No Tgl Kode Rek. Uraian Penerimaan 
(Rp). 

Pengeluaran 
(Rp). 

No. 
Bukti 

Jumlah 
Pengeluaran 
Kumulatir 

saldo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 03/05/16 2 1 1 1 Tarik tunjangan perangkat desa 1 1.250.000 1 11.250.000 
2 03/05/16 2 1 1 1 Bayar tunjangan perangkat desa 1 1.250.000 2 11.250.000 
3 09/05/16 1 2 1 Tarik dana desa APBN 139,756,150 3 139,756.000 

4 11/05/16 2 2 2 3 Dibayarkan kepelaksana utk pcmbelian bhn material 
dan alat 75.130,570 4 86.380.570 64.625.580 

5 16/05/16 1 2 1 Tarik dana desa APBN 129.842.920 129.842.920 5 86.380.570 194.468.500 
6 21/05/16 Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja 10.720.000 6 97.100,570 183.748.500 

7 21/05/16 2 2 2 3 Dibayarkan kepelaksana utk pembelian bhn material 
dan alat 59.380.950 7 156.481.520 124.367.550 

8 25/05/16 Tarik dana desa APBN 96.825.458 96.825.458 8 156.481,520 221.193.008 

9 27/05/16 2 1 2 3 
Dibayarkan kepelaksana utk pembelian laptop, 
printer, dll 96.825.458 10.000.000 9 166.481,520 211.193.008 

10 27/05/16 2 2 1 Dibayarkan kepelaksana utk pengadaan perpustakaan 10.000.000 10 176.481.000 201.193.008 
n 28/05/16 2 2 2 2 Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja 7.260.000 11 183,741.520 193.933.008 
12 29/05/16 2 2 2 Dibayarkan kepelaksana utk insentif TPTPKD 7,050.000 12 190.791.520 186.883.008 

Jumlah ..Rp. ... . Rp. 

Talang Balai lama, 2016 
Mengetahui 
Kepala Desa, Bendahara. 

Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan desa, 2017 (diolah) 



Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. 

Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus 

mclakukan pcncatatan dan rutin mclakukan tutup buku sctiap akhir bulan. 

Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap 

penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan 

pcrtanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pcmbantu 

pajak dan buku bank. Berikut contoh buku kas umum, buku kas pcmbantu 

pajak dan buku bank berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 

yaitu: 
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Tabel IV.5 
Buku Kas Umum 

Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja 
Tahun Anggaran 2016 

No Tgl Kode Rek. Uraian 
P n 1̂  f i m Q n n 

(Rp). 
Pf̂ ncrf̂ limfQ n F trilgCIUHi all 

(Rp). 
IN II* 

Bukti 

Jumlah 
Pengeluaran 
Kumulatif 

saldo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 03/05/16 2 I 1 1 Tarik tunjangan perangkat desa 11.250.000 1 11.250.000 
2 03/05/16 2 1 1 1 Bayar tunjangan perangkat desa 11.250.000 2 1 1.250.000 
3 09/05/16 1 2 1 Tarik dana desa APBN 139.756.150 3 139.756.000 

4 11/05/16 2 2 2 3 Dibayarkan kepelaksana utk pembelian bhn material 
dan alat 75.130.570 4 86.380.570 64.625.580 

5 16/05/16 1 2 1 Tarik dana desa APBN 129,842.920 129.842.920 5 86.380.570 194.468.500 
6 21/05/16 Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja 10.720.000 6 97.100.570 183.748.500 

7 21/05/16 2 2 2 3 Dibayarkan kepelaksana utk pembelian bhn material 
dan alat 59.380.950 7 156.481.520 124.367.550 

8 25/05/16 Tarik dana desa APBN 96.825.458 96.825.458 8 156.481.520 221.193.008 

9 27/05/16 2 1 2 3 
Dibayarkan kepelaksana utk pembelian laptop, 
printer, dll 96.825.458 10.000.000 9 166.481.520 211.193,008 

10 27/05/16 2 2 1 Dibayarkan kepelaksana utk pengadaan perpustakaan 10,000.000 10 176.481,000 201.193.008 
11 28/05/16 2 2 2 2 Dibayarkan kepelaksana utk upah tenaga kerja 7.260.000 11 183.741.520 193.933.008 
12 29/05/16 2 2 2 Dibayarkan kepelaksana utk insentif TPTPKD 7.050,000 12 190.791,520 186,883.008 

Jumlah Rp. ...Rp. 

Talang Balai lama, 2016 
Mengetahui 
Kepala Desa, Bendahara, 

Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan desa. 2017 (diolah) 
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Tabel IV.6 
Buku kas Pembantu Pajak 

Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja 
Tahun Anggaran 2016 

No Tanggal Uraian 
Pemotongan 

(Rp) 
Penyetoran 

(Rp) 
Saldo 

1 2 3 4 5 
1 16/8/2016 Sctor PPh 21 112.500 112.500 

Jumlah 112.500 112.500 
Talang Balai Lama. 2016 

Mengetahui Bendahara Desa, 
Kepala Dc.sa 

Sumber: hasil pengolahan kcuangan desa, 2017 (diolah) 

Tabel IV.7 
Buku Kas Bank 

Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja 
Tahun Anggaran 2016 

No Tgl 
Uraian 

Transaksi 
Bukti 

Transaksi Pcmasukan Pengeluaran 

Saldo Setoran 
(Rp) 

Bunga 
Bank 
(Rp.) 

Penarikan 
(Rp.) 

Pajak 
(Rp.) 

Biaya 
Adm 
(Rp.) 

Saldo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Saldo 
Pindahan 

366.232.200 366.232.200 

1 02/05 
/2016 

Tunjungan 
pcrangkat 
desa 

11.250.0(H) 377.482.2(H) 

2 03/05 
/20t6 

Tarik 
tunjangan 
perangkat 

11.250.000 366.232.200 

3 04/05 
/2016 

Terima 
Dana ADD 
Kabupaten 

20.000,000 386.323.200 

Total Transaksi Bulan ini 
Total Transaksi Kumulatif 

Talang Balai I .ana., 2016 
Mengetahui Bendahara Desa, 

Kepala Desa Talang Balai Lama 

Sumber: hasil pengolahan laporan keuangan desa, 2017 (diolah) 
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Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan 

keuangan desa Talang Balai Lama di Kecamatan Tanjung Raja yang 

dilakukan belum sesuai dengan mckanisme yang ditetapkan dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara desa Talang Balai Lama 

sehamsnya membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku 

kas bank. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman bendahara desa 

dalam membuat laporan pcrtanggungjawaban. Jika bendahara desa hanya 

membuat buku kas umum, maka memungkinkan terjadinya salah 

pcncatatan dan keuangan desa menjadi tidak tertib administrasi dan juga 

bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan dana. 

4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pelaporan keuangan desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung 

Raja disampaikan oleh kepala desa mclalui camat dengan mengumpulkan 

hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa 

(Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat 

berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan 

dana desa ini dibagi menjadi UI tahapan pencairan. 

Selama tahun anggaran 2016 APBDesa Desa Talang Balai Lama 

mengalami perubahan karena menyesuaikan peraturan Bupati Ogan ll ir 

nomor 11 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa 
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perubahan. Sehingga peraturan desa Talang Balai Lama Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir nomor 16 diubah dengan peraturan 

Bupati Ogan llir nomor 40 tahun 2016 tentang perubahan kedua dana desa 

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016. Perubahan APBDesa terletak pada 

jumlah pendapatan transfer yang berasal dari dana desa APBN. Sementara 

anggaran pembiayaan desa tidak mengalami perubahan. Perubahan 

anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel IV.8 
Perubahan APBDesa Talang Balai Lama 

Tahun Anggaran 2016 

Kode 
Rekening 

Uraian 
APBDesa Tahun 
Anggaran 2016 

APBDesa 
Perubahan 

Tahun 
Anggaran 2016 

1 2 3 
1 Pendapatan 
1 1 Pendapatan Asli Desa 650.000 650.000 

1 2 Pendapatan Transfer 695.387.000 703.928.000 
1 2 1 Dana Desa 610.387.000 618.928.000 
1 2 3 Alokasi Dana Desa 85.000.000 85.000.000 
1 3 Pcndapatan Lain-lain 

Jumlah Pendapatan 696.037.000 704.578.000 

2 Bclanja 
2 1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
67.800.000 67.800.000 

2 1 1 Belanja Pegawai 45.000.000 45.000.000 
2 2 Opcrasional Perkantoran 17.300.000 17.300.000 
2 2 2 Bclanja Barang dan Jasa 7.300.000 7.300.000 
2 2 3 Bclanja Modal 10,000.000 10.000.000 
2 3 Opcrasional BPD 
2 3 2 Bclanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 
2 4 Opcrasional kader posyandu 1.250.000 1.250.000 
2 4 2 Opcrasional LPM i.500.000 1.500.000 

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 

593.737.000 602.278.000 

2 2 1 Pengadaan taman bacaan 10.000.000 10.000.000 
2 2 1 2 Pengadaan kursi plastik 8.541.000 
2 2 2 3 Kegiatan fisik dana desa 560.387.000 560.387.000 



69 

2 2 2 Pembuatan wc 23.350.000 
2 2 2 3 Belanja Modal 20.350.000 20.350.000 
2 2 3 Kegiatan 

2 3 Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

4.500.000 4.500.000 

2 3 1 Kegiatan pengadaan sarana olah raga 2.000.000 2.000.000 
2 3 1 2 Kegiatan pembinaan PKK Desa 2.500.000 2.500.000 
2 3 2 Kegiatan 

2 4 Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

30.000.000 30.000.000 

2 4 1 Kegiatan Pelalihan Aparatur Desa dan 
LPM 

6.000,000 6.000.000 

2 4 1 2 Kegiatan pelatihan TPTPKD 3.000.000 3.000.000 
2 4 2 Kegiatan pelatihan tim penyusun 

RPJM Desa 
11.000.000 11.000.000 

Kegiatan pelatihan komputer 2.000.000 2.000.000 
2 5 Kegiatan pelatihan TTC j 5.000.000 5.000.000 
2 5 1 Kegiatan pelatihan design dan rab 3.000,000 3.000.000 

Jumlah Belanja 696.037.000 704.578.000 
Surplus / Defisit 

3 Pembiayaan 
3 1 Penerimaan Pembiayaan 
3 1 1 Silva 

3 2 Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah (Rp). 
Sumber: APBDesa Talang Balai Lama, 2017 (diolah) 

Berdasarkan perubahan APBDesa Talang Balai Lama tahun 

anggaran 2016 pada tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa anggaran 

pendapatan desa Talang Balai Lama awalnya sebesar Rp. 696.037.000 

kemudian meningkat menjadi Rp. 704.578.000, begitu juga dengan 

anggaran belanja desa Talang Balai Lama awalnya sebesar Rp. 

696.037.000 kemudian meningkat menjadi Rp. 704.578.000. Peningkatan 

disebabkan karcna adanya penambahan pada anggaran pcndapatan desa 

yang berasal dari pendapatan transfer, sehingga pagu anggaran belanja 

juga bcrtambah. 
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Adanya perubahan peraturan dari Bupati ini, pencairan dana desa 

di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir menjadi I I tahapan 

pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober 

2016 dan tahap kedua II paling lambat disampaikan bulan Januari 2017. 

Sedangkan pelaporan APBDesa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun 

(hasil wawancara kepala desa, 19 Januari 2017). 

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan permendagri 

nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan 

laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan 

semester pertama yaitu laporan realisasi APBDesa yang paling lambat 

disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester 

akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan 

keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan ll ir belum 

sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan 

pcrtanggungjawaban APBDesa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan Ilir hanya dilakukan I kali dalam setahun, dimana sehamsnya kepala 

desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa 2 kali dalam 1 periode 

yaitu laporan semester pertama paling lambat disampaikan akhir bulan Juli 

tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat 

disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. 
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5. Pcrtanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

Secara teknis, laporan pcrtanggungjawaban pengelolaan keuangan 

pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja berbeda-beda. Berdasarkan 

observasi dari 15 Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, 

hanya ada 1 Desa yang membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa dan itu pun dicantumkan dalam RKP Desa 

(Rencana Kerja Pembangunan) yang diiaksanakan berdasarkan peraturan 

desa. Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan 

Ilir hanya membuat laporan pcrtanggungjawaban anggaran pendapatan dan 

belanja desa (APBDesa). Dalam laporan pcrtanggungjawaban anggaran 

pendapatan dan belanja desa (APBdcsa) hanya mencantumkan rancangan 

peraturan desa yang telah disepakati oleh BPD, hasil rapat musyawarah desa 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Mereka 

menganggapkan bahwa laporan pcrtanggungjawaban anggaran pendapatan 

dan belanja desa (APBDesa) sama dengan laporan realisasi pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa (hasil wawancara kepala desa, 19 

Januari 2017). 

Pcrtanggungjawaban yang dilakukan di desa Talang Balai Lama 

belum sampai mempublikasikan laporan pcrtanggungjawaban rcalisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat, karena banyak kendala-kendala 

dalam penyelesaian laporan pcrtanggungjawaban. Pemerintah desa 

mengiinformasikan kepada masyarakat mclalui musrenbang desa yang 

dilakukan, melalui BPD, RT dan diumumkan dimasjid terdekat serta adanya 
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papan proycksi yang dipasang dekat proyek pembangunan. (hasil 

wawancara Sekretaris Desa, 19 Januari 2017). 

Pcrtanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan 

laporan pcrtanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun 

anggaran. Laporan pcrtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

terdiri dari pcndapatan. belanja dan pembiayaan. Pada laporan 

pcrtanggungjawaban rcalisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: 

a) Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 

berkenaan 

b) Format laporan kckayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan 

c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk 

desa 

Selain pcrtanggungjawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari 

pcrtanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah mcnginformasikan 

laporan pcrtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakscs 

masayarakat. 

Berdasarkan hasil analisis, kepala desa pada Desa-desa di Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir telah menyampaikan laporan 

pcrtanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun mclalui 

camat. Akan tetapi, laporan pcrtanggungjawaban jawaban yang disampaikan 
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adalah laporan pcrtanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDesa) dan tidak meiampirkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan 

program dan program daerah yang masuk desa. Selain itu laporan 

pcrtanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

hanya diiaporkan I (satu) kali dalam setahun. 

Hal ini belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, 

yang sehamsnya membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan 

program dan program daerah yang masuk desa. Laporan 

pcrtanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa) 

sehamsnya dibuat dan diiaporkan 2 semetcr pada tahun anggaran berkenaan. 

Selain itu juga pcrtanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat 

belum sampai mempublikasikan laporan pcrtanggungjawaban rcalisasi 

pelaksanaan APBDesa. Tetapi, sebisa mungkin kepala desa 

mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima desa agar tepat sasaran 

dan transparan. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja 

mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara garis besar telah 

disusun sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya 

hanya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada 

camat. 

Pada tahap pelaksanaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan 

Tanjung Raja, bendahara desa mcngajukan surat pcmiintaan pembayaran 

terlebih dahulu seteiah disctujui kepala desa baru bendahara desa melakukan 

pembayaran dan belum membuat sural pernyataan tanggungjawab belanja 

dan meiampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan, laporan 

pcrtanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum 

yang masih ditulis secara manual. 

Pclaporan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan Ilir mengalami keterlambatan karena terkendala pemahaman 

perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Tahap pcrtanggungjawaban, 

desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir hanya membuat 

laporan pcrtanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tanpa 
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mencantumkan laporan pcrtanggungjawaban rcalisasi pelaksanaan 

APBDesa, dan juga tidak meiampirkan formal laporan pcrtanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa dan format laporan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang masuk desa, scrta belum adanya publikasi laporan 

pcrtanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

pcrtanggungjawaban kcuangan desa di Kecamatan Tanjungraja Kabupaten 

Ogan llir belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka pcneliti mencoba untuk memberikan saran yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan pengelolaan 

kcuangan pada Desa-desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir: 

1) Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/ pelatihan terhadap 

pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan 

Ilir, terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman 

dalam membuat laporan pcrtanggungjawaban kcuangan desa, supaya 

laporan pcrtanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan lidak mengalami keterlambatan 

saat pelaporan. 

2) Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar 

pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kcrja 
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pembangunan yang telah di buat dan untuk mcnghindari terjadinya 

penyelewangan dana dari pihak tertentu. 

Kelcmahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam 

setiap indikator pengelolaan kcuangan dan tidak pula membahas nominal 

keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-

masing indikator pengelolaan kcuangan desa secara detail dan mendalam. 
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